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JAKARTA - Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) menilai penge-
lohan keuangan daerah yang ada di
Indonesia hingga saat ini belum sesuai-
dengan harapan karena masih ada
kelemahan dalam perencanaan pelak-
sanaan dan penyusunan laporan
keuangan.

Baca KEUANGAN di hal.11
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"Perencanaan keuangan daerah
tidak memadai antara lain karena
belum ada sinergi dan koordinasi
antar instansi di daerah,” kata Men
dagri Gamawan Fauzi dalam sambu-
tannya yang dibacakan oleh Inspek-
tor Jenderal Kemendagri Maliki Heru
Santosa pada Rapat Anggota V
Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) di
Jakarta, Rabu.

Kelemahan lainnya, sumber daya
manusia yang tidak kompeten, tidak
patuh terhadap aturan yang berlaku
dan masih lemahnya sistem pengen-
dalian internal (SPI).

. Gamawan menyebutkan, kelema-
han pengelolaan keuangan daerah
memberikan peluang bagi adanya
penyimpangan dan kekeliruan di

bidang keuangan.

"Ini terfihat dari banyaknya psjabat
yang terjerat kasus hukum,” katanya.

Lebih lanjut, hal itu menyebabkan
kegamangan bagi pejabat dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Gamawan juga menyebutkan
bahwa laporan keuangan pemerintale.
daerah hingga saat ini baru meru-

. pakan sarana pertanggungjawaban

bagi pejabat daerah, dan belum
menjadi dasar dalam pengambilan
keputusan. .

Berdasarkan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas laporan keuangan pemda tahun
2009, hanya 15 daerah atau 3 persen
dari jumiah 499 daerah yang mem-
peroleh opini wajar tanpa penge-

....5ambungan dari hal. 1

cualian (WTP).

Akibatnya, informasi dalam laporan
keuangan kurang akuntabel dan tidak
bisa dijadikan sebagai dasar
pengambilan keputusan yang handal.

Gamawan menyebutkan Kemen
dagri termasuk sepuluh besar pe-

“nerima anggaran dalam APBN 2010,
yaitu sebesar Rp13,6 triliun yang
dialokasikan kepada 957 satuan kefja.

"Meski jumlah anggaran besar,
namun dengan kerja keras, Kemen-
dagri memperoleh opini WTP atas
laporan keuangan tahun 2010,"
ujamya. Untuk di Sulteng, lembaga
non pemerintah FITRA meneliti bahwa
Sulteng masuk daerah yang LKPD-
nya buruk dengan jumlah indikasi
korupsi mencapai Rp170 miliar, ant




          






